SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 69 TAHUN 2018
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, maka perlu membentuk Peraturan

Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019;

. 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun
1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4578);

Peraturan Pemerintah Nomer 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



Menetapkan

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2019;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2018
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH TAHUN 20109.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kota Probolinggo.

2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat
Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

BAB 11
KEDUDUKAN
Pasal 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, yang selanjutnya disingkat dengan
RKPD Tahun 2019, adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kota
Probolinggo untuk periode satu (1) tahun yaitu Tahun 2019 yang dimulai pada
tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 3
(1) RKPD Tahun 2019 merupakan Penjabaran dari Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019

dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 serta RKPD

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaanya, baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

(2) Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana termuat dalam RKPD Tahun 2019
diarahkan sebagai berikut :

a. peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui peningkatan pendidikan
dan kesehatan serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang
berkeadilan;

b. pemerataan pembangunan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur yang
menunjang upaya peningkatan produktivitas ekonomi dan pelayanan dasar;

c. peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui akselerasi
pengembangan industri, perdagangan, UMKM, pertanian, perikanan, dan
pariwisata;

d. peningkatan ketahanan pangan, tata kelola sumberdaya air dan pelestarian
sumberdaya alam, keseimbangan lingkungan dan  keberlanjutan
pembangunan kota; dan

e. peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta kesuksesan

pelaksanaan Pemilu.



(3) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi :

a. acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum (KU) maupun Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2019;

b. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
(Renja OPD) Tahun 2019, sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD Tahun 2019; dan

c. salah satu sarana fasilitasi berbagai potensi sumberdaya masyarakat/
swasta/institusi non Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan

pembangunan Tahun 2019.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4
Beberapa ketentuan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2019 sebagai bahan
pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran di DPRD; dan
b. OPD berpedoman pada RKPD Tahun 2019 dalam menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran OPD dengan DPRD.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 5
Sistematika RKPD Tahun 2019 meliputi :
Pendahuluan;
Gambaran Umum Kondisi Daerah;
Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan

®m ™0 a0 oo

Penutup.

Pasal 6
Materi muatan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7
OPD di lingkungan Pemerintah Daerah melaksanakan program-program dalam
RKPD Tahun 2019 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja
OPD) Tahun 2019.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Walikota berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas RKPD Tahun

2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Juni 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 69

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA IAN HUKUM,

; Vs
Iw/
TITIK WI YAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014




